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Hasto Wardoyo Larang ASN Terima Parsel

Dukung Efisiensi
Anggaran dan
Hindari Gratifikasi

JOGJA - Wali Kota Jogja Has-
to Wardoyo melarang apa-
ratur sipil negara (ASN) di
lingkungan Pemkot Jogja un-
tuk menerima bingkisan atau
parsel, khususnya menjelang
perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Hasto mengatakan, ASN tidak
seharusnya menerima bing-

kisan hari raya karena hal
tersebut dapat dianggap se-
bagai gratifikasi, yang jelas
diatur baik dalam peraturan
tertulis maupun tidak tertulis.
Dia menekankan pentingnya
ASN tidak menerima parsel
sebagai upaya tidak terlibat
dalam praktik gratifikasi atau
potensi konflik kepentingan.

"Spiritnya adalah spirit untuk
efisiensi, sehingga saya kira
harus tahu dirilah,” ujar Has-
to, kemarin (19/3).

Hasto mengakui bahwa bu-

daya memberi parsel sering
ditemukan di lingkungan pe-
merintahan, terutama dari
perusahaan yang bekerja sama
dengan organisasi perangkat
daerah (OPD). Namun, dia
meminta agar pegawai dan
kepala OPD di Pemkot Jogja
menghindari praktik tersebut,
karena dapat berisiko melang-
gar aturan yang berlaku.
Kendati begitu, dia menilai,
bukan berarti ASN Pemkot Jog-
jatidak boleh berbagi di bulan
Ramadan ini. Dikarenakan

kegiatan berbagi makanan an-
tarpegawai atau ASN di pemkot
sudah menjadi hal yang biasa.
"Kalau sesama ASN mem-
beri makanan itu Insya Allah
hal yang biasa. Tetapi kalau
dengan mitra, perusahaan
apalagi, itu menurut saya tidak
pantas,” tegas Hasto.
Larangan terkait penerima-
an parsel bagi ASN juga diatur
oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK). KPK mengim-
bau agar ASN dan Penyeleng-
gara Negara (PN) tegas menolak

dan melaporkan segala bentuk
gratifikasi. Imbauan ini ter-
cantum dalam surat eddran
Ketua KPK Nomor 7 Tahun
2025 tentang Pencegahan dan
Pengendalian Gratifikasi Ter-
kait Hari Raya, yang dikeluar-
kan pada 14 Maret 2025 lalu.

Dalam edaran tersebut, KPK
mengingatkan ASN dan PN
untuk menolak gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan
mereka dan bertentangan de-
ngan kewajiban atau tugasnya.
Terutama menjelang perayaan

Idul Fitri 1446 H. Hal ini dilaku-
kan untuk menghindari poten-
si konflikkepentingan, pelang-
garan peraturan dan kode etik,
serta tindak pidana korupsi.
(inu/wia/hep)

* Surat edaran itu berisi
tentang Pencegahan
dan Pengendalian
Gratifikasi Terkait
Hari Raya, yang
dikeluarkan
pada 14 Maret
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* Larangan terkait penerimaan
parcel bagi ASN juga diatur
oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).
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